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A. Latar Belakang Masalah
Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat yang

kedudukannya sebagai mahluk sosial. Perkembangan hukum dituntut sejalan
dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam
perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat, kepastian hukum
diutamakan untuk mengedepankan ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum
memiliki peranan penting untuk menjaga pola perilaku masyarakat dari
kekacauan dalam kehidupan masyarakat yang berujung pada main hakim
sendiri akibat kejenuhan sosial dari ketidakpastian hukum itu sendiri sebagai
acuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kebutuhan terhadap suatu
kepastian hukum dalam perkembangan yang semakin pesat dibutuhkan sektor
jasa pelayanan umum yang dapat dipercaya dalam menjamin hak-hak serta
kewajibannya sesuai hukum yang berlaku. Untuk menjamin kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat
otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang
dibuat di hadapan atau oleh pejabat berwenang. Notaris merupakan pejabat
yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam pelayanan hukum perdata
untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yang dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5491) yang kedua Undang-Undang tersebut dianggap satu kesatuan



(selanjutnya disebut UUJNP), menyatakan bahwa ‘“Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

undang-undang lainnya.”

Kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka (1) UUJN
selengkapnya dijelaskan dalam Pasal 15 UUJNP yang menyebutkan bahwa
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai -semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang
tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya selain disebutkan
dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJNP diatas, Notaris juga memiliki kewenangan lain
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJNP yang salah satunya
ialah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
Pengertian penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006

tentang Pola Penyuluhan hukum yaitu :

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan
informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan
perundang- undangan Yyang berlaku guna mewujudkan dan

mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta



budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap
norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
demi tegaknya supremasi hukum.

Penyuluhan hukum dalam pembuatan akta notaris memberikan
pemahaman yang mendalam bagi para pihak terhadap pembuatan akta yang
dilakukannya ‘mengingat perkembangan hukum begitu pesatnya yang
mendesak agar setiap orang mengerti terhadap aturan-yang berlaku sehingga
tidak menyimpangi maupun menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

Salah satu perkembangan hukum yang tumbuh saat ini adalah tindak
pidana pencucian uang. Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian
uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut
tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary memberikan
pengertian pencucian uang sebagai term used to describe investment or other
transfer of money flowing from racketeeting, drug transaction, and other
illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be
traced.’ Yang terjemahan bebasnya pencucian uang adalah istilah untuk
menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah,
sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Berdasarkan
pengertian tersebut, pencucian uang dapat dikatakan sebagai proses menghapus
jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian
kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan
untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau

dimasukkan ke dalam sistem keuangan.

! Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary Sixth Edition, St. Paul Minn.
West Publishing him 884



Praktik pencucian uang itu sendiri adalah suatu jalan bagi para pelaku
kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan
hasil kejahatannya. Selain itu hasil kejahatan tersebut merupakan nadi bagi
kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka,
maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi
sangat penting.? Kejahatan pencucian uang (money laundering) pada mulanya
lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu
dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum
dalam jumlah besar.

Beberapa negara, termasuk Indonesia uang hasil korupsi termasuk
kategori kriminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan
korupsi.® Dalam pandangan umum, pencucian uang kerap dihubungkan dengan
bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Perlu diketahui
bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer
serta kredit/pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan
oleh lembaga keuangan yang lainnya dan lembaga non keuangan juga menarik
bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang.
Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yag sering digunakan
oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh
yang bersangkutan antara lain perusahan efek yang melakukan fungsi sebagai
perantara pedagang efek, perusahaan asuransi dan broker asuransi, money
broker, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan, akuntan, pengacara dan

notaris, surveyor dan agen real estate, kasino dan permainan judi lainnya,

2 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu,Sekarang dan
di Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka, 2008, him 227.
® NHT Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Jala Pertama, 2008,him 3.



pedagang logam mulia, dealer barangbarang antik, dealer mobil serta penjual
barang-barang mewah dan berharga.*

Profesi notaris yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat di
dalam bidang hukum perdata tidak seharusnya dijadikan sebagai sarana
pencucian uang oleh pelaku pidana pencucian uang, oleh karena itu perlu ada
yang mengatur mengenai profesi notaris sebagai pihak pelapor yang wajib
melaporkan transaksi-keuangan yang mencurigakan yang dilakukan para pihak
yang menggunakan jasa notaris. Oleh karna itu dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 perubahan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan amanah dari
pasal 17 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 perubahan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, terdapat beberapa pihak pelapor
yang diatur dalam Pasal 3 yang dimana pihak pelapor selain sebagaimana
dimaksud adalah mencakup juga advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah,
akuntan, akuntan public, dan perencana keuangan. Dimana di dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2010 terdapat beberapa pihak pelapor yang
sebelumnya belum diatur, dan salah satunya adalah notaris sebagai pihak
pelapor atas transaksi keuangan yang mencurigakan, dan sejak itu notaris
selaku pejabat umum berkewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna

Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

* Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia,Books Terrace & Library,
Bandung, 2008, him 3



2021 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tersebut.

Menyadari belum adanya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi
risiko pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme yang diindentifikasi
dengan penilaian bagi pihak pelapor atas transaksi yang mencurigakan, maka
oleh pemerintah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa Bagi Notaris selanjutnya disebut (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017)
mewajibkan Notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan
identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber
dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang
diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
yaitu membuat akta autentik. Timbul persoalan dalam hal bentuk
pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik dalam
melakukan verifikasi dan identifikasi pengguna jasa notaris dalam
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa Bagi Notaris, notaris harus melakukan Identifikasi dan
Verifikasi Data Pengguna Jasa secara menyeluruh yakni hingga kebenaran
materill.

Dalam Paermenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2 adalah notaris
wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Prinsip mengenali
Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat

identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan



Transaksi Pengguna Jasa.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa
mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan
atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

a. pembelian dan penjualan properti;

b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan

lainnya;

c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening

d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;

e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan pada saat:

a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak
pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
atau

d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna
Jasa. deposito, dan/atau rekening efek;

Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 3 adalah Notaris

yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat



(4) huruf a, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta
Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui
identifikasi dan verifikasi. Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 4
adalah Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib:

a. memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi
risiko pencucian uang dan/atau pendanaan - terorisme yang
diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan

b. melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa
berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang
dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap
profil, bisnis, negara dan produk.

Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 5 adalah notaris
dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang
menggunakan nama fiktif. Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa. Hal ini
tentu menimbulkan pertanyaan bagi penulis jika notaris tidak ragu terhadap
data yang diberikan penghadap kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap
akta yang dibuatnya kemudian hari lantaran pihak penghadap tidak
memberikan informasi yang cukup benar maka notaris yang bersangkutan
dapatkah dikenakan sanksi atau sebaliknya terbebas dari tanggung jawab
tersebut, dan apabila jika notaris tidak ragu kemudian membuat akta dan

ternyata akta tersebut menimbulkan akibat bagi para pihak dan notaris itu



sendiri sementara keraguan tidak hanya dapat diukur melalui dokumen dan
data pengguna jasa melainkan pola berpikir dari notaris itu sendiri selain data
pendukung seperti yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.
Dan salah satu pertimbangan bagi penulis berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021
Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang serta Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Bagi Notaris apakah
penerapannya telah sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa oleh
notaris di Kota Padang sesuai dengan peraturan tersebut maka oleh itu
berdasarkan uraian tersebut maka, penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui
tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Notaris Sebagai Pelapor
Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-
Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
. Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan kewajiban hukum notaris sebagai pelapor dalam
dugaan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari undang-undang jabatan
notaris dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang apabila terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang

terhadap akta yang dibuatnya?



2. Apa kendala Notaris sebagai pelapor dalam pelakasanaan kepastian hukum
notaris sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana pencucian uang
ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan undang-undang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pelapor
dalam dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuat

oleh notaris?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum Notaris sebagai pelapor
apabila terjadi tindak pidana pencucian uang ditinjau dari undang-undang
jabatan notaris dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang .

2. Untuk mengetahui apasajakah kendala notaries sebagai pelapor dalam
pelaksanaan kepastian hukum notaris sebagai pelapor dalam dugaan tindak
pidana pencucian uang ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan
undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang

3. Untuk ‘mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris
sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap akta

yang dibuat oleh notaris.
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D. Manfaat Penelitian
Dari pembahasan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini
diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktek.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk perkembangan ilmu hukum
pada umumnya serta llmu Kenotariatan khususnya yang berkaitan dengan
kepastian hukum Notaris sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana

pencucian uang.

Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi kepada pihak-pihak yang berhubungan mengenai kepastian hukum
Notaris sebagai pelapor dalam dugaan indak pidana pencucian uang di

tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengentahuan masyarakat mengenai dalam bidang IImu Hukum
khususnya mengenai Pelaksanaan Kewajiban Notaris Sebagai
Pelapor Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari
Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Memberi informasi kepada masyarakat umumnya dan kepada
pegawai notaris maupun notaris itu sendiri khusunya mengenai
apasajakah menjadi kendala notaris sebagai pelapor dalam

pelaksanaan kepastian hukum notaris sebagai pelapor dalam dugaan
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tindak pidana pencucian uang ditinjau dari undang-undang jabatan
notaris dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang apabila terjadi dugaan tindak pidana
pencucian uang terhadap akta yang dibuatnya.
3. Memberi informasi kepada masyarakat umumnya dan kepada
notaris tentang perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pelapor
dalam tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuat oleh
notaris.
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang telah
dilakukan di lingkungan Universitas Andalas dan Pascasarjana Universitas
Andalas. Maka penelitian dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Notaris
Sebagai Pelapor Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau
Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
belum pernah ada yang meneliti. Dengan demikian penelitian ini
dapat dipertanggung-jawabkan keasliannya. Akan tetapi dapat penulis
paparkan di bawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan judul tesis penulis tersebut.
1. Penelitian Terdahulu
a. Tesis atas nama Florenshia S.H M.Kn Alumni program studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2019

dengan judul tesis: Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris
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Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam

Rezim Anti Money Laundring.

Permasalahan

a. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang
dan pemberantasannya dalam rezim anti money laundering di
Indonesia?

b. Bagaimanakah kewajiban notaris dalam hal- menjadi salah satu
pihak yang wajib melapor atas transaksi keuangan yang
mencurigakan?

2. Penelitian Terdahulu
a. Tesis atas nama windi elastuti. S.H M.Kn alimni Mahasiswa program
studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Barawijaya
tahun 2017 dengan judul tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Autentik Yang Dibuatnya Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terbukti

Sebagai Alat Pencucian Uang.

Permasalahan

a Bagaimna pertanggung jawaban notaries terhadap akta yang dibuat
apabiladikemudian hari terbukti sebagai alat pencucian uang?

b. Bagaimna perlindungan bagi notaries terhadap akta autentik
dibuatnya apabila ternyata dikemudian hari terbukti sebagai alat
pencucian uang.

F. Kerangka Teori dan konseptual

1. Kerangka Teori.
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Berkenaan dengan kerangka teoritik ini dikemungkakan teori-teori
yang diperkuat dengan ketentuan-ketentuan hukum positif sebgai landasan
dan acuan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas
permasalahan dalam penelitian ini. menurut Snelbeckr dikutip dalam Lexy
J. Meleong mendefenisikan teori sebagai perangkat proposi yang
terintergrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertendu yang dapat
dihubungi secara logis dengan lainnya dengan tata dasar yang diamati dan
berfungsi sebagai wahana untuk meramaikan dan menjelaskan fenomena
yang diamati.’

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan
meramaikan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk
menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala sepesifik atau proses
tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya
dengan fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidak benarannya. Menurut
Soerjono Soekanto,bahwa “ kontiunitas perkembangan ilmu hukum,
selain bergantung pada meteologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial
sangat ditentukan oleh teori.®” Teori inilah yang dipergunakan sebagai
landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih lanjuti.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tesis
Pelakasanaa Kewajiban Notaris Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau
dari (UUJN dan UU TPPU) adalah sebagai berikut:

a. Teori efektifitas hukum

Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari

him 34

% Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaj Rosdakarya, Bandung, 1993

¢ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pers, Jakarta, 1986, him 6
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penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu
karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.’
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,

yaitu:®

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas
seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav
Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian
sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan
menjadi dua yaitu:
a._masyarakat modern,

b. masyarakat primitif,
masyarakat modern merupakan masyarakat yang

perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di

’ Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditiya Bandung |,
him 17.

® Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi , Rajawali Press, Jakarta, HIm .37
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bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat
modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang
berwenang.’

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,
subjek hukum-yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan
oleh hukum kepada subjeknya. Unsur- unsur yang tercantum dalam
defenisi teori perlindungan hukum meliputi:

1. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan:
2. subjek hukum; dan
3. objek perlindungan hukum.*

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang
ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan
yang harus dilindungi hukum, yaitu:

a. Public interest;
b. Individual interest;
c. Interest of personality.™

Kemudian Pound mengartikan kepentingan (interest) sebagai
tuntutan (claim), kebutuhan (want) dan kehendak (desire) serta harapan

(expectation) dari masyarakat.'?

% Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi , Rajawali Press Jakarta, HIm .375

% 7 Munir Fuady, Teori- Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana
Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, him 106

1 Suteki dan Galang Taufani, Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2008 , him 95
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Sehingga hukum berguna untuk memberikan perlindungan
terhadap notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugas
jabatannya serta menjaga kepentingan negara selaku lembaga yang
memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melaksanakan urusan
pemerintah di bidang hukum perdata. Dalam menjawab rumusan
permasalahan bagaimana perlindungan hukum Notaris berperan dalam
menjalankan jabatannya yang wajib merahasiakan akta yang dibuatnya,
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, di sisi lain notaris juga sebagai pihak pelapor atas
transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris, yang merupakan peraturan
pelaksana dari Peraturan Pemerintah N0.61 Tahun 2021 tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

. Teori Kewenangan

Tindakan pemerintah Asas legalitas menjadi dasar legitmasi.
Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan
pemerintahan harus memiliki legitmasi, yaitu kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

12 1bid him 96
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Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi pemerintahan wewenang adalah hak yang
dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara
Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindagan dalam
penyelengaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan pemerintahan
selanjutnya dsiebut kewenangan adalah kekuasan badan dan/atau
pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak
dalam ranah hokum public (Pasal 1 angka 6). Secara yuridis sumber
kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan:

1) Kewenangan Artibusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat
undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan.

2) Kewenangan Delegasi ialah pelimpahan suatu wewenang yang telah
ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah
memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan
atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya.™

3) Mandate ialah pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada
organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan di atas dalam pembahasan tesis
ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu
pelimpahan kewenangan pemerintah secara atributif kepada badan atau
jabatan Tata Usaha lainnya, komponen pengaruh merupakan

penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan prilaku subjek,

'3 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Beberapa Pengertian dasar hukum tata usaha negara,Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him
91

18



komponen dasar hokum wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasr
hukumnya, dan komponen konformitas hokum mengandung makna

adanya standar wewenang baik secara keseluruhan maupun khusus.

2. Kerangka konseptual
Pada umumnya kerangka konseptual mengedepankan defenisi-
defenisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lainkonsep ini
merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.
dalam keragka konseptual yang akan penulis urikan sebagai berikut™*
a. Pelaksanaan
Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan
tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program
dalam kenyataan.
b. Notaris
Notaris adalah pejaba umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai mana di
maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang
lainnya.
c. Akta Autentik
Akta autentik adalah suatu akta, yang di dalam bentuk yang
ditentuakan oleh undang-undang, dibuat oleh/atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu

dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdata)."

14 Soerjono Soekanto.Opcit. him 132
1% Terjemahan Soesilo dan Pramudji, KItab UNdang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook
Publish, 2008, him 422.
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d. Pencucian Uang
Proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau
kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang
dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal
untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem
keuangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bersifat Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di
lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer. Disamping
itu, dilakukan penelitian kepustakaan unutuk mendapatkan data sekunder.
Untuk melaksanakan metode ini maka penulis akan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut diantaranya mencara data atau informasi baik
secara studi keputusan maupun dari pihak-pihak yang penulis anggap
mempunyai kewenangan/kopetensi, kemampuan dan data-data ataupun

informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunkan tiga sumber

data, yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperole langsung dilapangan melalui
wawancara dengan informan yaitu terdiri dari beberapa notaris di Kota

Padang dan bebrapa pegawai notaris di Kota Padang
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b. data sekunder yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan
berlaku umum. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang penulis

gunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan

yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¢) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang

e) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi

Notaris

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buki
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum |,
hasil karya ilmiah, tulisan-tulisan yang relevan dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penulis teliti.

2) Bahan hukum skunder vyaitu bahan-bahan yang memberikan
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penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang
berkaitan dengan msalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, hasil
karya ilmiah, tulisan-tulisan yang relevan dan dokumen-dokumen
yang berkaitan mengenai kepastian hukum notaris sebagai pelapor

dalam dugaan tindak pidanaa pencucian uang

3) Data hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer
dan skunder dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, dan kamus
umum bahasa Indonesia. Penelitian ini bertolak dari peraturan-
peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Data yang
diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya

dianalisis secara kualitatif.
3. Populasi dan Sampel

a Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian'®. Menurut
pendapat lain, populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang
menjadi sasaran penelitian'’. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek
yang akan diteliti baik berupa benda, manusia, peristiwa atauapun gejala

yang akan terjadi.

16 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 2006, him. 130

7 Sudjarwo dan Basrowi, Manajemen Penelitian Sosial. CV. Mandar Maju, Bandung,
2009, him. 225.
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Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah Notaris di Kota

Padang dengan jumlah lebih kurang 300 orang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagai berikut®:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi- tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah
untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan
penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan
dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel
ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperolen sampel yang
benarbenar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaaan populasi
yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).”

Terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu™:

1. Probability Sampling
Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi
untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple
random sampling, proportionate stratifed random sampling,
disproportionate stratifies random sampling, sampling area (cluser).
2. Non Probability Sampling
Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang
tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau
anggota populasi-untuk dipilih menjadi- sampel. Teknik sampel ini

meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh,

snowball.”

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta,
Bandung, 2008, him. 81.
1% Sugiyono, Ibid, him. 82.
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Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu non
probability sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut
Sugiyono bahwa: “purposive sampling adalah teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” pemilihan
sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri
tertentu: yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan
ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain
unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu
yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian®.

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena
tidak semua sampel memiliki Kkriteria yang sesuai dengan fenomena
yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive
Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau Kriteria-
Kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil 10 (sepuluh)
kantor Notaris yang ada di Kota padang yaitu kantor Kantor Notaris
Ressa Rozana Mannas, S.H., M.H., M.Kn, Alexander, S.H., M.Kn,
Muhammad Ishag, S.H., H. Yan Vinanda, S.H, Defri Nasli, S.H.,
M.Kn, Meiki Erfan, S.H, Megya Lidra Mufti, S.H., M.Kn, Restu
Ahsani Adillan, S.H., M.Kn, Endong Sari Ganti, S.H., M.Kn, dan Indra

Jaya, S.H., M.Kn sebagai sampel penelitian dalam penulisan Tesis ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

2% Sugiyono, Ibid, him. 85.
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Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang
mengajukan  pertanyaan dan terwawancara (Interview) yang

memberikan pertanyaan atas jawaban itu.

Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka
antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawan cara
telah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul
pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara ini peneliti menggali

data,informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti, serta juga bahan lain yang berupa

dokumen yang berkaitan dengan penulis teliti.

3) Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data
sekunder, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode
kualitatif dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang
diteliti kemudian diambil kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk

kalimat sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.
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